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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR; 1 TAHUN 1993 -
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KENDARAAN BERMOTOR.

Menimbang ; a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
: Hulu Sungai Selatan Nomer :2 Tahun 1986 tentang
Retribusi pemaskaian Tempat Pemberhentian Kendaraan
" Bermeter (T@mpat Parkir ) piluar Termihal yang di
sahkan Gubermur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan
selatan tanggal 15 Juli 1986 Nomer 011/SK-1/KUM dan
diundangkan dalam ]embaran Daerah Kgbupaten Daerah
Tingkat IT Hulu Sungai Selatan Nemer 2 Tahun 1986
Seri B Nomexr 1 sudah tidak. sesuai lagi dengan situ
asi dan kendisi sekarang ; -

b. bahwa untuk maksud hurup'a pada kensideran diatas

dipandang perlu untuk menetapkannya dalam suatu =
Peraturan Daerah.

Mengiangat lo'Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pekek-
Pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2., Undang-undang Nemer 27 Tahun 1959 fentang Pene tap.
an Undgng-undang Darurat Nomer 3 Tahun 1953 tem -
tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

Je ﬁndang-undang Nemer 12 Drt Tahun 1357 tentang Per
aturan gmum Retribusi Daersh ;

4. Undang-undang Neomor 3 Tahun 1965 tentang ralu Lig.'
tas dan Aangkutan Jalan Raya ;

5. Undang-undang jemer 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;

6., Peraturan pemerintah Nomer 26 Tahun 1985 tentang
Jalan ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam pj.
dang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Ygepgy
Tingkat I dan Tingkat II ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 14 Tahun 1974
tentang Bentuk Peraturan Daerash ;

Keputusan Menteri palam Negeri Nemor 43 Tahun 1980 |
tentang Pedoman pengelolaan Perparkiran pi Daeranh,

Peraturan Daerah Kabupaten Dasrah Tingkat IT guly

sungai Selatan Nemer 2 Tahun 1986 tentang Retriby
si pemaga.ian tempat pemberhentian kendaraan ber =

motor (“empat pParkir )diluar Terminel ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986
tentang Ketentuan Umum Mengenai penyidik pegawai
Negeri sipil di lingkungan pemerintah Daerah ;
Keputusan Menééri Kehakiman Nemor 04.PW.07.03 Tahun
1989 tentang wewenang Pengidik pegawai Negeri sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Hulu

:Sungai Selatan Femer 11 Tahun 1990 tentang Penyidik

Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah gabu-
peten Daerah Tingkat IT Hulu Sungai Selatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dae:

rah Tingkat

Menetapkan ;

II Hulu Sungai Selatan, -
MEMUTUSKAN :

'EERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU
SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PAEKIR KER
DARAAN BERMOTOR .

BAB I
KETENTUAN UMUM
' Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
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Daerah e
Pemerintah paersh :
Kepala Daersh 3
Dinas LL,AJ :
Dinas Pendapatan :

Daerah

Kendaraan Bexmo tor,

Paxrkir

Tempat Parkir

Tamen Parkir

L2 ]

Marka Parkir

" batas dari

-3

adal ah Kabupaten Daerah Tingkat II
Hulu sungai selatan |,

adalah pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II muly Sungai Selatan ;

adalah Bupati xepala Daerah Tingkat
II. Hulu Sungai gelatan 3 ¥

adalah Dinas Layy Lintas dan pngkut
an Jalan Kabupaten. paerah Tingkat IT
Hulu sungai Selatan ;

dan atay barang dijalan selain dari

Pada kendaraap yang berjalan diatag

Trel 3

adalah penghentian kendaraap bermotor

dan meletakkan ditempat parkir untuk
waktu tertenty :

adalah suaty lokasi,
Kepala Daerah untuk

yang ditetapkan
Parkir xendaraan

adalah suaty wilayah dilingkungan _
jalan-jalan penghubung umum, Pusat -
perdagangan yang dibatasi dan merupakan
kawasan tertenty sebagai areal Tempat
Parkir dalam Daperah ; .

adadah garig atau tanda yang menjadi
Parkir Kendaraan Permoter

yang sekaligus dapat memun jukan cara
pParkir ,
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k. Retribusi : adalali kewajiban yang harug dibays,,
pemekai Kendaraan Bermotor da]

an
memasuki atau memarkir kenda.z_-‘aanny;
dilekasi parkir ; -

l. Kenstrabusi : adalah pembayaran juran yang dila.lcu .
kan eleh geseorang dan atay badep

usaha pelain Pemerintah Daerah Yang
mengusahakan parkir.

BAB II

PENGELOLA HAN PENYELENGGARAAN
TEMPAT PARKIR :

Pasal 2

(1) Pengelola dan Penyelenggarasn Tempat Parkir dilakukan dan gj
awasi eleh Kepala Dings LLAJ yang'bertanggungjawabvkepada -
Kepala Daerah. :

(2) Kepala Daerah dapat membentuk ynit Pelaksana Teknis pada Dinag
yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1)
m&l ini, sesuai denga.n_ Peraturan PeruAlang-undangan yang ber

( _ Pagal 3

(1) Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan tempat-tem=
Pat parkir dalam Daerah,

(2) Lojasi dan jumleh Tempat Parkir ditetapksn dengan Keputusag |
Kepala Daerah, o ' |

Pasal 4

(1) Xepala Daerah dapat memberikan izin kepada seseorang atau Ba
dan usaha dan atau Instansi selain Pemerintah Daerah untuk -
mengelola, Pempat Parkir diluar lokasi telah ditetapkan.

(2) Seueotang'g%u Badan Usaha maupun Instansi selain Pemerintah
Daerah ygng akan menjalankan Pengusahaan Tempat Parkir ter =
sebut ayat(l) pasal ini, harus mengsjukan Permchonan tertulis

kepada Kepala Daerah..
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(3) Tata cara dan syarat -gyarat pengajuan permohenan dalam re
rangka memberikan izin dimakgyug ayat (2) pasal ini akan di
atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Baerah. -

Pasgql 5

(1) setiap pengelola yang menjalankan pengusahaan tempat parkir
berkewajiban

. 8. Menempatkan papan pemberitshuan Lokasi Tempat Parkir yang
dikelelanya dengan mencantumkan tarif retribugi parkir -
seeta nomor dan tanggal izin Yang dimilikinya j '

b. Memberikan tanda pengenal kepada para petugas parkirnya.

(2) Tanda pungutan retribusi parkir adalah berbentuk karcis yang
dikeluarkan dan disahkan eleh Kepala Daerah, yang didalamnya
i:?uat blaya retribusi yang ditetapken sesydi Peraturen Daerah

(3) Bagian dari petongan karcis sebagaimana dimaksud ayat(2) pa
sal ini harus diletakkan pada Kendaraan Bermetor yang dipar
kir , sedangkan bagian lainnya diberikan pada pemakai ken —
daraan tersebut.

Pasal 6

Pengelelaan tempat parkir terutama petugasnya berkewajiban menga
tur ,menjaga dan memelihara terhadap kendarasn yang diparkir ser
ta memiliki keterampilan dan mempunyai semua peraturan laiu linat

tas pada umumnya dan peruturan perparkiran pada khusunya.
Pasal 7 .

(1) Petugas Tempat Parkir dimakeud pasal 7 Peraturan Vaerah ini
_ditetapkan eleh Kepala Dinas LLAJ dengan sepengetahuan Ke
pala Daerah,

{2) Kepsda petugas dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan upah
pungut sebesar 10 % dari hasil yang harus diseterkan ke Kas
Daerah.
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BAB III

TATA TERTIB PARKIR
Pasal 8

Setiap pemakai Kendaraan Bermetor yang akan parkir, hary |
matuhi seiua rambu/marka/tanda - tanda atau petunjul .. 2

. yang diberikan oleh petugas parkir.

Setiap junlah Kendaraan Bermeter dilarang memarkir 4i)
batas lokasi tempat parkir.yang telah ditetapkan, AT

Dilarang parkir Kendaraan permotor pada jalan keluar na,
nya kendaraan dilokasi Tembpat parkir yang dapat merinta:gk
atau tergangunya kelancaran lalu lintas. 1

Pemakai Xendaraan Bermeter reda empat atau lebih,dilay
untuk parkir apabila mempergunakan -badan Jalan Bebaga_j_a:.gr; {
g

kendaraannya.,
Pagal 9

Kepala Dinas LLAJ atau petigas yang ditunjuk berhak
wenang untuk menderek Kendaraan Bermotor apabfaa p&rl?il: :;.'cli"ak

sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini atau me

gok hingga
hengganggu kelancaran lalu linats dan selanjutny; ::.mhawa -
tempat penyimpangan yang telah ditetapkan Kepala Daerah ke

Kepada pemakai atau pemilik Kendaraan Bermeter aimana
seb
maksud ayat (1) pasal ini, dikenakan kewajiban 3 ¢ 4

. Biaya menarik/ menderek kendaraan tersebut
_ yang ditetapkan
sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh tima riby rupiah) perbuah’

b. Biaya pemakaian tempat i
penyimpangny ditetapkan
an tarif yang berlaku dalam Peraturan Daergh in?:suai e

penilik Kendaraan Bermoter tersebut i
untuk diambil te -
sampal 3 (tiga ) bulgn tidak diambil, maka kendaran bt:i;ot:or

" tersebut dianggap sebagai baran
~ tes g terman oleh Pemerintah rah
dan akan diselesaikan Rénurut pregedur s.suas keten tuan 3:23 -

berl&ku.
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BAB IV

RETRIBUSI TEMPAT PARKIR DAN
KONTRIBUSI

. Pasal ;O

. Bagl pemakai kendaraan bermeter yang menggunakan Tempat parkir
diwajibkan membayar retribusi Tempat Parkir, dengan ketenttuan
sebagal berikut ;

a. Untuk kenfaraan Jenia Truck dan Bus dikenakan ...« Rp. 400,-
7" b. Untuk kendaraan Truck Mini dan Bus Mini dikenakan eRps 300, _
d. Untuk kendaraan mebil Sedan,Pick Up atau sejenis

n}" 0 000000000000 0000PEPOEPEPE000000C0CCCOO0R00GC00OC0G0TS Bp' 250’-
d. Untuk kendaraan bermoter (roda tiga) sejenisnya ...Rp. 150,-
6. Untuk kendaraan bermetor reda dua dikenakan seesesoRpe100,=

Pasal 11

(I)Bagi rengelola Tempat Parkir yang diberikan izin sesuai pasal
‘D Peratuaran Daerah ini dikenakan Kontribusi.

(2) -Besarnya Kontribusi dimaksud gyat(1l) pasal ini ditetapkﬂn 86
bagal berikut

&, Untuk pengelola Tempat Parkir Umum dlkenakan gdebesar 30 %
dari nilai neminal karcis yang berlaku sesuai pasal 11
Peraturan Dasrah ini,

‘be Untuk pengelela Tempat Parkir Khusus dikenakan sebesar 40

. % dari nilai nominal yang berlaku sesuai pasal 11 Peratur
an Daerah ini .

c. Untuk pengelola Tempat Parkir Insidentil dikenakan sebesar
40 % dari nilai karcis yang berlaku sesuai pasal 11 pPer -
aturan Daerah ini. .

‘Pasal i2

Hasil pungutan Retribusi Tempat Parkir maupun Kentribusi dimaksud
pasal 1l dan pasal 12 Peraturan Daerah ini harus diseterkan ke -

Kas Daerah sesual presedur dan ketentuan yang berlaku.
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BAB V7V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Barang.siapa ?elakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketey

Sebagaimana dimaksud pada pasal 4, pasal Dy Pasal 9, pasal Yy
pasal I?BP?:?tu§an Daerah ini diancam pidana kurungan aelamalo’
lamanya 8a) bulan atau denda sebany banyakny ’ B
(1ima puluh riby mpiahg:;’" Pehees B

dangan yang berlalky,
Dalam me
karena kma mia a.é{e%%g%g% P?gawa.i Negeri 8ipi)

be Melakukan tindakan tama
dan melakukan pemergﬁgﬁan ;pada Saat ity ditempat xejadian

Ce Menyu?uh berhenti Besorang tersangka dari kegiaténg dan
e -

Bangka atau saksi }

8e Mendatangkan o i
rang ahlj
dengan pemeriksanh Perkai:nf Hperlukan dalan uibungannya
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h. Mengadakan penghentian penyidiken setelah mendapat petumnjuk

. Peryidiksn Umum bahwe tindak terdapat oulup bukti atau peris-
tiwe tersebut bukan merupakan tindsk pidana selanjutnya mé=
1alui Penyidik Bmm memberitalmkan hal tersebut kepada pe =
mmtat Umm ,tersangka atau keluarganya

i, Mengadakan tindaken lain memirut ki yang depat dire tang
g,mg;jgwa'bkan;’ |

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil ‘membuat Berita Avara setiep #n
dakan tentang ¢
ae Pemeriksaan tersangka
be Pemeriksaan rumah j
ce Penyitaan benda j
de Pemeriksaan surat j
e. Pemeriksaan saksi j
f. Pemeriksasn ditempat kejadian}

dan méngl.rimlmnva kepada Kejaksaan Negeri melelui Penyidik
Polisi Negara Republik Indonesias

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
fiengan 'berlalcﬁa ‘Peraturan %geﬁah mi{ make Peraturan Daerah

Kabupaten Dae Tingkat II Selatan Nomor 2 Talum
1986 tentang Retribusi Pemakaian Tempat Pemberhentian Kendarg

an Bermotor =(,’I‘em;pa.'b Paridr ) diluar Termibal dinyatekan tidak
berlaku 1&310 :

Pasal 17

(1) Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan Per
aturan Daerah ini, ekan diatur kemudian dengan Keputusan Ke
pala Daerahs
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- ada tanggal di .

2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku p undangicana
%) Agar setiap orang dapat mengetaluinya, memerintahkan Peng

dangan Peraturan Daorah ini dengan menempatkannya dalam len

baran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu smga*fﬁela = N

{

Kandangan 5 21 Jarmari 1993

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Kepala Daerah

; t I
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu . HEulu Sungai Selatan,
Sungai Selatan, ,
Ketua-’ |
Caps dtte cap. att |
SOEDARNOG. H, MOH, ARLAN, SH, ‘
Diundangkan da Lembaran Dae
Salinan sesuai dengan Aslinya Kabupaten Dae Tlnmt II m{%h
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Su.nga.i Selatan
Nomor t 5
Pada tangzal t 8 Juni 1993
ZAINLFAHRI Talmm t 1993
NIP. 19690314 199503 1 002 Serl t 3
Nomor seri t B

Disahkan oleh Gubermur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Selatan dengan
Surat Keputusan 1

7 Juni 1993

=
o Nt 14/ Sk-1 /xom
/L?f/\ N /o,

/ Reo
s é}ee:tarigj@la,yah /Daerah Tingkat II

N l‘ f};;*gug.ur Sun elatan,
L . RN T\ TN
A U Y A /
EAN Drbad [ (/ Ly
. P18 He Ideris Apsani.

-
h

~$7hal S5 Pembina TKeI
T NIP, 010 041 008,
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